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ABSTI{A(~l'\

'rhe r(',\,('orcl1 u'onls 10 (iescrihe Ihe co/uti/ion (!!'/Jress .\'/~llinl.~ in the Nett' ()rtle. 1'hen,
il /rie.\' 10 Inake a /Jhi/osofJhica/ re./leclion ahout the condition (~/'arangenlenlanti jJraclica/
.\'/llntlard (~/~jurna/isI11 in Indonesia post Nelv ()r(ie.

]'he research uses the "philosophical-hern1eneutic" method. AI the second ..\'tage, data
are analysel/ b)J phiios01Jhical reflection about the stifling (~f'press in the NelV ()re/e. T'he
data are collectell by a libralY inquiiy.

1'he result.\' (~l'this research are: at the end (~f~ Nell! ()rlle regilne, the stifling of'press
and the controlling (~l' jJress are still done. 7'!7ere.lore, there is 110 space fhrpress ji~eedol11 at
the ti/ne. 7'he IJress .If-eellon1 is the syn'lbol (~f' llenu)cralion. 7'he /Jrobleln (~f denl0cration is
really the on(v /Jress fj~eedoll1. It lvill be an agenl/a (~f jJroblenl "lvhen lve require the
(lel110Cralizalion in large scale. [{olJ,'el'er, ltJhithoul some press freedom there is no
opportunit)) to gel soine den10cratioJ1. It is the sign~ficanl Ineaning ofpress fi~eedom j'or
atlenlptin<.!5 a delnocratizatioJ1.

I. PENGAN'l'AR
Pelnbatalan Surat: Ijin lJsaha Pener­

bitanPers (SIUP) terhadap tiga lTIedia lnasa
nasional yaitu Majalah Berita Mingguan
l'elnpo, 1~'(Jitor dan fJetik oleh 'Petnerintahan
Orde Baru pada 21 luni 1994 laiu telah
Inenilnbulkan reaksi yang keras dart
ITIasyarakat. Praktek penlbrehlelan terhadap
pers itu cukup kontradiktif dcngan kal11panye
keterbukaan politik dan detTIokratisasi yang
dlgclnbor-getnborkan olehPelnerintah Orde
Baru.

Banyak protes yang tnuncul daTi
berbagai kalangan terhadap kebijakan
pelnerintahyang tidak populer itu. Serang­
kaian denlonstTasi punlneletup, yang
dipelopori oleh eletnen tnasyarakat yang
beraganl, dati wartawan, aktivis-aktivis
sosial, 1l1ahasiswa, dan cendekiawan.
Sell1uanya benlllUlra pada gugatan yang
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satn~ yaitu tnenuntut kebebasan pel'S di
Indonesia dan ll1engeCatTI tindakan.pelnerin­
tah yang tidak delTIokratis. Mereka mengang­
gap apapun aIasannya, pembreidelan
terhadap pers tidak clapat diteritna (Hoonoo,
1993).

Jatninan terhadap kebebasan pel's telah
111cnjadisyarat ll1utlak bagi upaya dCITIokra­
tisasi. 'Pers dianggap sebagai pilar detnokrasi
keenlpat setelah lelnbaga legislatif, eksekutif,

yudikatif (Susanto, 1976). Pers
Inenlposisikan dirinya Inenjadi letnbaga kon-

. trol soslal dal31n praktek kehidupan
belnegara (Siebe11, 1956;8). Melalui
lelnbaga pers, ll1asyarakat dapat tnelakukan
kritik dan koreksi terhadap realitas sosial
poltik yang sedang berlangsung. Kebebasan
pers sckaligus juga lnanisfestasi dari
kebebasan berpendapat "dan berpikir yang
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11lcrupakan hak dasar tnanusia baik sebagai
lnakhluk individu Inaupun sos1al.

J)cl11breillelan terhadap kehidupan pefS
adalah suatu bentuk kekerasan terhadap hak
uasar rnanusia. Protcs yang Illuncul alas tin­
dakan pCI11hrcicJelan (olch pClnerintah Orde
13aru diatasi dengan cara yang sangat represif
dan tidak denlokratis yaitu penangkapan,
pelTIukulan dan .pengadilan tehadap para
pelaku) pada UUllunnya berangkat dari
keyakinan sepelti ittl.Represi terhadap
kebebasan pers yang berlnakna pada
kebebasan berpendapat, tentu saja ITtelnan­
cing konflik sosial-politik, antara kepen­
tingan pelnerintah dan hak Inasyarakat, yang
selnua itu luengarah kepada situasi dishar­
Inonis (Goodwin, 1987).

Di ba\vah kondisi politik yang otoriter,
tarik Inenarik antara kepentingan penlerintah
dan lnasyarakat ·secara U1TIIUn, selalu saja di­
lTIenangkan oteh peluerintah. Akibatnya pefS
tidak lagi bebas dalalTI menyuarakan
kepentingan publik, tapi.ia harus tunduk dan
patuh terhadap aturan-aturan yang diterapkan
oleh pelnerintah. - Apabila pers keluar dari
jalur yang secara hegenl0nik ditancapkan
oleh penlcrintah, Inaka berakibat hilangnya
hak hidup pers yang bersangkutan.
Pelnerintah tnelalui lClnbaga-lembaga di
bavvahnya akan lnenghabisieksistensi pers
tersebut. Persoalan inilah yang akan dibahas
dalaln penellitian kali ini.

Masalah yang hendak ditelTIukan
ja\vabannya dalalTI penelitian ini dirullluskan
sebagai berikut. })erlama, bagainlana Orde
Baru melnperlakukan pers sebagai lClnbaga
'kontrol sosial? Kedua, apakah filosofi yang .

konsep kebebasan pers yang
sesuat dengan aspirasi atan ideologi

Baru co.cl>I-"'O .... 0l1

otoritas kekeuasaan? Ketiga, bagailnana
pClnecahan yang pantas direkolnendasikan
agar pefS tctap pada ulisi dan visinya sebagai
salah satu pilar deul0kratisasi Inasayarakat?

II. CARr\ PENELrrIAN
i\. Ilahan atau Materi I>enelitian

Matcri penelitian inl adalah data
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kcpustakaan yang tneliputi buku-buku dan
berbagai rotikeI tentang kehidupan pers pada
111aSa Orde BanL. Konsep Orde Baru tentang
kebebasan pefS dan keputusan tindakan atau
kcbijakannya terhadap pers, scrta kasus­
kasus praktek pembungkaman pers, yang ter­
dapat dalam buku-buku, berbagai attikel
lnajalah, jumal, SUI'at kabar, selta kasus-kasus
aktual dan faktual di lapangan yang dapat
ditenlukan.

B.Prosedur Penelitian
Keseluruhan prosedur penelitian ini

Incnclnpuh enain tahap yang secara garis be­
sar sebagai berikut:
a. Metnbuat desain penelitian
b. Pengutnpulan data
c. Kategorisasi data
d. Analsis data
e. Senlinar penelitian
f. Penyusunan laporan

c..Analisis Hasil
Data yang telah diperoleh keln~dian

dianalisis dengan menggunakan pendekatan
filosofis Inelalui tuetode "!lerI11eneufika

.tihJsl?lis" (f3akker, 1990). L,angkah-langkah
lnetodis yang dilakukan 111eliputi hal-hal se­
bagai berikut:

Langkah pCIfatna: deskripsi status
Inasalah, yaitu tnensistelnatisasikan data
yang didapatdari bahan~bahankepustakaan
Inaup~.n yang dapat diperoleh melalui
observasi partisipasi. Pengolahan data yang
terklUTlpul ini Inasih. bersifat deskriptif dan
belulTI filosofis. Data-data yang relevan di­
cari lintuk disusun secara sintesis induktif

Langkah kedua: lnencari' filsafat ter...
selnbunyi, yaitu diselidiki konsep filosofis

terselnbunyi di dalam. kasus, perilaku,
atau pandangan tnaupun sikap Orde BaITI
terhadap pers yang clapat ditenlukan. Pada
langkah ini belum dilakukan penilaian.
Filsafat yang muncul dikomparasikan dengan
pandangan filsafat yang lain.

Langkah ketiga: evaluasi kritis atas Jil­
saCat terselnbunyidengan Inelakukanre-tleksi
kritis terhadap konsepsi filosofis yang
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tcrsclnbunyi l11clatarbclakangi dat.a.
Langkah keelnpat: lnenyusun konsepsi

filosofis tandingan, dengan Inenyajikan kon­
scpsi filosofis peneliti yang diasUlllsikan
111cnleberi javlaban atas persoalan yang
1l1uncul dcngan Hlclnbcrikan pcrspcktifyang
Iebih tepat dan Inenyeluruh.

Langkah kelima: Inelnberikan saran
alternatif

III. I·IASIL I>EN~:LrrtL\N DAN
I>I~MIJAIIASAN

A. Deskripsi Temuan Empiris

1. Sejumlall fakta tentang kontrol dan
pcmbungkaman pers oleh Orde Baru

. Kontrol dan pelnbungkaInan terhadap
pers' kiraTlya sudah cukup lall1a dijalanl(an
oleh Pelnerintahan Orde Bmu. Para elit Orde
Baru sadar betul akan pentingnya peranan
pers sebagai alatpropaganda. Dengan
segenap keinginan Inereka berupaya
tnengendalikan secara total, dengan harapan
agar pers dapat luenjadi corong Orde Baru.
Tentang kepastian pengendalian dan
pelnbungkatnan terhadap pers pada ll1asa
Orde Barn, kita harus Inengusut sejutnlah
fakta-fakta berikut ini.

/Jerlanl(J, siapapun yang hldup dafmn
lingkungan politik Orde Baru, tidak akan
pernah terhindar dari politik perizinan,
tetluasuk pers. Pengaturan politik terhadap
pers telah dilTIulai sejak Orde Baru Inenang.
Pers yangdipandang tidak sejalan dengannya
dilarang terbit. Setelah setallun berkuasa,
Orde liaru 11lenerapkanUU No.1 1/1966. Se-
tahun kCl11udian tnenyusuI lahir UU
No.4/1967 dan (Surat l'andan Ter-
daftar) tnaupun (Surat Ijin Terbit). Pers
selnakin diatur dengan lahiIllya UIJ
No.21/1982 yang dikenal juga sebagaiUU
Pokok Pers. Bersaluaan itu OrdeBaru juga
mengganti SIT (Surat ljin Terbit) dengan
SllJPP (Surat Ijin Usaha Penerbitan Pers).

Kedua, penerapan politik pem-
breid.elan, pers dan pencabutan SIUPP. Ke­
bebasan.pers hat·us dibungkarn olch Orde
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13aru, karena kalau tidak, pcrs dapat·
Inenlbongkar kesalahan-kesalahan atau
kebusukan politiknya. Atas dasar ini pula
aparat Orde Baru akan tegas tnenindak pihak
pers yang berupaya tnctnperjuangkan
kebebasannya. AnCallIan terhadap pers pun
dilakukan Orde Baru.

Jika pers benninat dengan upaya
Inelnbuka ruang ,kebebasannya dalatTI
tnclnberitakan kejadian-kejadian politik,
seperti aksi protes, PClTIogokan buruh,
korupsi besar-besaran, penangkapan­
penangkapan dan penetnbakan serta
pelnbutluhan politik, rnaka nyawa pers
(eksisitensi dan SIUPP) tersebut akan
dibabat. Dalatn peristiwa 15 Januari 1974
sebanyak 12 surat kabar telah dibreidel oleh
Orde ·Bam. Gerakan protes mahasiswa 15
Januari 1974 dituduh metnbuat keonaran di
Jakarta, sehingga pemimpinnya dituduh dan
divonis dengan UU Anti Subversi. Media
tnassa yang mernberitakan peristiwa itu ikut
dihukum dan dibreidel (Effendi, 1983).

Setelah tnengganti- Surat ljin Terbit
. (SIT) -nya lnenjadi SIUPP,duasurat kabar
)rang terbit di Jakarta, yaitu "Prioritas" dan
"Sinar Harapan" dicabut SIUPP -nya. Kata
kllnci "pelnbreidelan" telah bergantidengan
istilah "pencabutan SIUPP". Dengan begitu,
"penlbreideJan" telah hHang sebagai kosa
kata yang substansial dalaIn urusan politik
pers. Kelnudian Orde Barn Inemperkenalkan
kata kunei lain, yakni "pembatalan SIUPP"
dan tidakm ada lagi "pencabutan". Proses ini
secara legal dibentuk dalatn Peraturan
Menteri Penerangan (Pennenpen)
No.Ol/1984.

Ketiga, pers dibungkam dengan cara
rnenerapkan politik peringatan dan sensor.
OrdeBaru selalu berupaya Inengendalikan
isu..·isu politik penting maupun berita-berita
sekitar tindakannya yang represif terhadap
wargamasyarakat. Surat peringatan. dapat
segeran dilayangkan ke penerbit pers yang
bersangkutan jika diselidiki Inetnuat foto,
berita.dan pemyataan "keras" dati kelornpok­
keJolnpok yang metnprejuangkan kebebasan.

Cara berikutnya adalah penerapan sen-
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SOl' kalau lnuncul pcnstl\va poltik yang
dinilai peka oleh aparat Orde·Barll. Mereka
bisa saja tnendatangilangsung ke penerbit
tersebut, tapi bisajuga tuetnanggil pitnpinan
redaksi, bahkan ll1cnerapkan "budaya
telpon". SClTIUa ini diluaksudkan agar pers
dapat dikendalikan sepenuhnya.

Keenlpat., pers dikendalikan secara or­
ganisasional. Organisasi yang dibentuk oleh
Dewan PefS., yang terdiri dati \vakil
pClllcrintah, wakil organisasi pcrs., dan
lllcrcka yang "ahli" di bidang. pel's. Dc\van
persini ---bcrdasarkan lJU Pokok Pers--­
dapat luctnpunyai kekuasaan· untuk tnenentu­
kan "pefs yang tidak bertanggungjawab".
Apalagi Menteri ·.Penerangan tnenjadi Ketua
Dewan Pers itu sendiri.

Pengendalian terus diJanjutkan dengan
pelubentukan SPS (SerikatPenerbit Surat
Kabar). Para anggotaSPS jugaduduk dalanl
Dewan Pers, luaka SPSsudah tentu tidak lu­
put dart proses pengendalian. I,-Jebih lanjut,
disusun organisasi para wartawan yaitu PWI
(Persatuan Wartawan Indonesia). PWI ini
juga dikendalikan dengan budaya berbau
fcodalistik, lewat hadimya .Dewan Kehor­
luatan PWI.

Kelilna, pengendalian pcrs dilak-
sanakan dengan penlbentukan ideologi
tunggal bagi kepentingan Orde BatTI.
Pengendalian gagasan terhadap pers ini
sering dikibarkan untuk tnenjadikan per
Indonesia sebagai "pers pClnbangunan" atau
"pers Pancasila" .. Wujud konkritnya sesuai
UU Pokok Pers adalah "pefs yangbebas dan
bertangjawab". Ideologi tunggal ini ingin
Inengesankan bahwa Indonesia di ba\vah

Baru "kcbebasan pers" dengan
ungkapan yang bebas". Namun sejauh
luana llluatan "bebas" dan "tanggungjawab"
pers it1.1 sendiri lnasih sangat kabuL Kasus
pelnbreidelatl Teillpo, Editor dan Detik
agaknya nlenarik untuk dicertnati guna
t11Cnlbongkar filsafat tersenlbunyi apa yang
bergerak dibalik tindakanpenlbreidelan pers
tersebut.

2. Motivasi Dasar l)clnbreidclan Per's oleh
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Orde IJaru (Studi kasus rl~emflo, Editor
dan Detik)

Keterbukaan politik dan isu detllokra­
tisasi yang bergaung dipertengahan akhir
111asa pCI11crintahan Orde Barn rupanya
cukup t11endapat tanggapan yang baik oleh
pers. I-Ianlpir seluruh tnedia lnassa terlihat
bergairah dalatTI tneliput atau menyuarakan
fakta dalatTI lTIasyarakat. Isu-isu politik
kClnbali mehangat danlnenjadi pelnbicaraan
orang bahyak~ suatu situasi yang langka da­
lain lilna tahun tcrakhir di Indonesia.
Beberapa pelnberitaan bahkan secara kritis
Inencoba Inclubongkar kasus korupsi dan
manipulasi'(Kasus Bapindo), soal suksesi
kepelnilnpinan nasional (yang dulunya tabu
untuk· dibicarakan), peran militer dalatn poli­
tik, skandal dan kcbusukan moral birokrat,
dan lain-lain.

Namun .kondisi "kebebasan" pers yang
terkait dengan keterbukaan politik itu tidak
bcrlangsung lama.Presiden Soeharto selaku
kepala negara kernudian metnberikan
"peringatan" dan bahkan "ancaman" keras
terhadap tnedia massa. lni dilakukannya se­
bagai jawaban terhadappemberitaan pers
yang sangat kritis terhadap pelnbelian
sejulnlah kapal perang eks Jennan TilTIUr.
Pers luensinyalir bahwa ada yang tidak beres
dalatu pembelian kapal perang tersebut, yaitu
soal prosedural yang sangat tertutup dan di­
lakukao oleh mereka yang tidak berhak.

Menurut Presiden, petnberitaan itu
adalah usaha pers untuk melnperkeruh
situasi. Pets dianggap tidak mengerti
sepenuhnya Inengenai persoalan peillbelian
kapat perang , dan lantas·menulis berita se­
cara subjektif dengan memanfaatkan hal-hal
yang kurang jelas.Untuk iiu, presiden
dengan keras metnperingatkan akan
tnengatnbi1, tindakan tegas terhadap tnedia
massa bersangkutan (Kompas, 10 Juni
1994), KClTIudian, tepat sepuluh hari
kelTIudian, tiga tuedia Inassa nasional pun di­
cabut hak hidupnya. Tapi, adalah lllenarik
untuk menelisik lebih jauh tnotivasi dasar
dari praktek pelubreidelan pers oleh
petnerintah Orde Baru ini. Untuk dapat
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111enyoroti 1l10tivasi dasarnya, akan coba dili­
hat alasan-alasan yang diajukan oJeh aparat
pCJnerintah pelaku penlbreidelan itu. Dalatn
hal ini pCl11crinlah diwakili olch aparat­
aparatnya, sClnisal Presiden, l\!lcntcri
Penerangan dan lain-lain.

3. Stabilitas Nasional
Mcnurut Prcsidcn apa yang dilakukan

oleh pers telah lnClnperkeruh situasi politik
nasiona1. Pers tclah Inelakukan apaya adu
d01l1ba yang dapat 111cnilnbulkan saling
curiga-lnencurigai. "Mau tak 1l1aU kalau terus
Inenerus, ini Inerupakan gangguan pada
stabilitas politik dan nasional", kata Presiden
(Ko1npas, 10 Juni 1994). Stabilitas nasional
tnerupakan bagian dari Trilogi
PClnbangunan."Jadi tidak tnungkin kita biar­
kan... harus kita betulkan tnereka. Kalau
111ereka tidak bisa diperingatkan, hatTIs kita
alnbil tindakan, karena akan, tnengancatn,
111engganggu pen;lbangunan yang menjadi
tUlnpuan kita~ yaitu stabilitas nasional, baik
politik hankanl., politik ekonolni sosial, yang
lnelllungkinkan kita tllenlbangul1", salnbung
Presiden".

b. Kebebasan yang Bertanggung Jawab
DalalTI pandangan Pelnerintah Orde

Barn, pel's tidak bolch hanya Illcl1unlut
haknya sepelti kebebasan berpendapat
selnata. Tapi, kebebasan yang bertanggung
jav·,rab.Dalanl pengakuan Menteri Penerang­
an, kebebasan berpendapat tnctuang
dijunjung tinggi. Natnun dilaksanakan sesuai
peraturan dan bettanggungjawab terhadap
kepentingan bersatna, kepentingan nasional.
Menurut ·Presiden, iklin1. keterbukaan :yang

adalah keterbukaan yang
111cnunjang petnbangunan dan bukan yang
Inenilnbulkankerawanan.

e.. I(eliuasaan
Kebebasan pers yang ti<lak terkontrol

tentu saja berbahaya bagi kekuasaan. fvlaka,
penlbreidelan persadalah sebagai tindakan
untuk lnendisiplinkan pcrilaku pel's. la
senlacanl pelajaran kcpada pers bahwa
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apabila pers telah keluar dari garis yang
disepakati otch penguasa, tnaka akan
ditindak tegas karena dapat mengancam
keutuhan kekuasaan.

d. I-Jegitimasi
Kebebasan pers, dalam tnewartakan

relaitas 80s1al yang terjadi secara kritis, dapat
J11cngancaln legitill1asi kekuasaan penguasa,
terutalna berkait dengan kewibawaan politik.
Praktek-praktek penguasa yang bobrok tentu
akan bcttabrakan dengc:ul kepentingan
Inasyarakat secara utnUlTI. Apabila pefs
lnClnihak kepentingan publik yang lebih luas,
dan "petnihakan" itu Inerugikan kebijak­
sanaan penguasa yang ada, tnaka pers telah
lnencoreng kewibawaan penguasa.Padahal
denli kekuasaan, kewibawaan hams
ditegakkanagar legitirnasi kekuasaan politik
tetap terjaga dan absah.

B.. Refleksi Filosofis TerhadapPengenda­
Iian Pers OlehOrde Baru

Orde Baru Inuncul dan berkelnbang
dengan landasan koreksi terhadap pem­
bangunan suatu kurun politik Indonesia yaitu
111asa Orde 1"a111a. Kedua orde politik ini
llletnpunyai titik tekan yang berbeda. Orde
["alna adalah Inasa hiruk pikuk politik yang
dinatnis, I1aJnun perketnbangan ekonolninya
secara umum (karena faktor ekstemal dan in­
telllal) tidaklah begitu tnenguntungkan.
Krisis ekonoll1i dan juga politik, akhimya
ll1enatnatkan riwayat orde laIna.

Orde Baru tTIuncul dengan gagasan
yang lain. la berangkat dengan pemahaman
bah\va petnbangunan ekonolui haruslah
dicapai . untuk dapat menjadi bangsa yang
adil dan tnakmur. Gagasan besarnya adalah
"pclnbangunan", sehingga Bam OJJ.<~en;al

juga dengan "orde petnbangunan". Konsep
p,Clllbangunan yang dill1aksud adalah
pertulnbuhan ekonomi yang mantap. Artinya,
dalmn petnbangunan, pertumbuhan ekonomi
adalah prioritas utmna.Kalau pada Inasa
Grde Lalna, dikenal istilah "Politik sebagai
Panglilna", rnaka Orde Baru tnenyodorkan
konsep "Ekon0111i sebagai Panglitna".
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Singkatnya, pClncrintahan Orde f3aru untuk lnendukung penlbangunan dan
bcrbicara tcntang pClnbangunan, khususnya stabilitas politik, 111aka konseppers yang
petnbangunan ekonolni. Petllerintahan Orde sehat harus sesuai dengan kondisi 111asyarakat
Baru bicara tentang bagairnana yang ada. Maka konsep pcrs Orde Baru
tneningkatkan produksi. Akibatnya, bukanlah konsep pers liberal yang bebas
pClllrcintahan Oruc Uaru tidak scnang bila daJaln praktek jurnalistiknya deuli
rakyat berbicara tentang hal-hal di tuar kepentinagn junlalisme saja. Juga, Orde Bam
pelnbangunan ekonollli. Tugas rakyat adalah Inengakui bahwa konsep pers otoritertidak
beket:ja untuk penlbangunan (ekonolni), cocok dipakai karena tidak menghargai
untuk Inensukseskan pClnbangunan. Maka kebebasan berpendapat.Konsep pers Orde
dapat dikatakan Orde Baru setuju dengan Baru adalah Pers Pembangunan atau Pers
deideologisasi dan depolitisasi rakyat. lni Pancasila yang tugasnya membangun
dilakukan karena keyakinan teoritik. bahwa interaksi positif antara tnasyarakat dan
pcrt.ulJ1huhau ckollorni yang Inanlap hanya pcrncrinlah.
dapat dicapai lnelalui stabilitas politik. Walaupun tidak m.engakui bahwa pers

Untuk Inencapai stabilitas politik, OrdeBaru bukan pers yang otoriter, namun
tnaka setiap. potensi konflik politik harus di- politik pengendalian lewat petnbatasan.­
redanl. Konflik ideologi ditenggelatnkan petnbatasan kegiatan pers pada masa orde
dengan politik asas tunggal, yaitu Pancasila. bam ini jelas tnenunjukkan tendensi ke arah
Setiapkekuatan politik, lantas dikendalikan otoriter. Orde Baru selalu tnencitrakan
secara korporatis oleh petnerintah.Pelnerin- dirinya sebagainegara hukuln.Karenanya,
tah . kClnudian rnclnainkan Pancasila sebagai kcbebasan bcrpen<iapat yang nlcnjadi
basis legititnasi, dan bahkan InerU1TIUskan tuntutan pers selalu dilarikan kepada hukuln
Pancasila sebagai ideologi petn.bangunan.. yang berlaku. Nalllun dari sekian fakta yang
Pancasila dipakai sebagai pengesahan setiap ada, hukuln temyata satna sekali lelnah dan
praktek politik Orde Bam. Akibatnya, setiap berada di bawah kontrol penyelenggara
kekuatan sosial politik hatus dikendalikan pelnerintah.
oleh penlcrintah. Sell1uanya harlls ll1etnain- Dari deskripsi di atas terlihat, orientasi
kan nada yang salna, yaitu lagu petn- stabilitas politik tnenjadi gagasan dominan
bangunan, tidak boleh ada nyanyian Jain. dalaln praktek peJnbungkalnan pers. In1 ter-

Di sisi lain, pcrs juga terkena dOlninasi jadi karena pers juga tnelniliki potensi politik
kckuasaan arde 13aru.· Pcrs, sebagai letnbaga tersendiri, yaitu kelnatnpuannya dalaln
sosial, akhirnya Inengalanli tarik 111enarik Illelnbangun opini dan tnetnbentuk kesadaran
kepentingan dengan pelnerintah. Bagi Orde sosia1. Apabila persbergerak keluar dari jalur
Baru, pers tnetnpunyai posisi strategis, yang digariskan, tnaka ia hams "ditertibkan".
karena kClnalupuan nlcdia tnassa untuk Pers boleh saja bebas, tapi ia hatus bertang­
tnclnbentuk opini dan berpengamh terhadap gung jawab.Natnun, kebebasan pers yang
peillbentukan kesadaran sosia1.Untuk itu, seharusnya pada kebebasan Inengeksplorasi
pers juga harus dikendalikan untuk kepen... dan tnengungkapkan kebenaran fakta
tingan pClnbangunan. Pers halUS 111etn- tncnjadi kabur tnanakala ia harus bertang­
beritakan hal-hal yang 111enunjang progralTI gung jawab kepada penguasa. Seharusnya, ia
pctuerintah dalaln pClnbangunan. Dan bertanggungjawab terhadap akurasi data dan
sedapat mungkin pers harus d~jauhkan dari logika berita yang ia bangun.
petnbetitaan-peluberitaan yang dapat Orde Bam sendiri memandang
tnerusak tatanan 50sial politik yang sudah delTIokratisasi sebagai hal yang positif, asal
ada untuk lncndukung penlbangunan. . ia diarahkan untuk kepentingan pem...

Penguasa ()rde Baru juga herniat bangunan. Syarat delTIokrasi, ditnana salah
untuk tnelnajukan kehidupan pers yang sehat. satunya kebebasan berpendapat diakui,
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seolaholah 111enlang dipenuhi oleh Orde
Baru. Na.nlun dengan petnbatasan kebebasan
pel's, yang bernlakna pada penlbatasan
kebebsan berpendapat selta hak Inasyarakat
untuk Inelllproduksi dan Inenlperoleh
inf{)nnasi, niscaya lnenjadi hilang. Padahal
efektivitas detnokrasi juga diukur sejauh
luana pers Jnatnpu lIlenjadi a1at kontrol
terhadap kekuasaan. Begitu sarana yang
Incnjalnin kebebasan berpendapat ditiadakan,
111aka OlTIOngan tentang delnokrasi menjadi
pelnbicaraan tak betlnakna dan cenderung
111cnjadi alat kepentingan politik telnporer.

.Pada kondisi scpcrti itu., dalalT1
pcrspcktif nilai fil9so1is, orde baru keli­
hatannya ccnderung berada. dalaln perspektif
taruf sosial-ekon0111i. Artinya Orde Baru

. 111entandang ITlanusia sebagai Inakhluk sosial
yang berl11asyarakat sebagai entitas hon10
cconolnicus. Ia adalah tfalat produksi" yang
harus terus 111encrus beketja dClni tercapainya
pertlul1buhan ekonolni nasionaJ yang
tnantap.

NaIn.un, pada saat yang bersamaan~

nilai hUlnan dikesatnpingkan. Yaitu, bahwa
Inanusia sebagai 111akllluk sosial yang
benllasyarakt (zoon politicon) juga In.elnbu­
tuhkan aktualisasi diri, kebebasan dan
otonol11inyra sebagai lnanusia rasional.
f\rtinya, dalatn bennasyarakat ia berhak be­
bas berpendapat. DalalTI kehidupan politik
yang beralti petuerintahan, ia berhak
lnengontrol tuereka yang diberikan
\vcwenang nnt-uk 111clnerintah dirinya.
[)isinilah posisi penting pefS sebagai uledia
Inassa yang lnengaktualkan hak-hak itu.
rranlpa adajalninan tcrhadap kebebasan pel'S,
nlaka Inakna dClnokrasipun harus dikaji
kenlbali.

c. Evaluasi I(ritis Terhadap Pengenda­
lian Pcrs Oleh Or·de Bal·u

Gagasan tentang Orde Baru sebagai
orde penlbangunan yang brnlakna pada per­
tUlnbuhan ekonolni dan bertutnpu pada sta­
bililan politik kiranya Inasih jauh dari
realitas. A11inya, dalalll praktek sosial politik
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yang teljadi, justru pertunlbuhan ekonolni
betjalan dengan tcrsendat-sendat.

I-Ial ini terlihat dari "penlbangunan
ekonolni U yang dicanangkan secara gencar,
tctl1yata hanya ll1cnguntungkan segelintir or­
ang saja. Akibatnya, timbul ketitnpangan
sosial ekonolni. Oi satu pihak Inelinlpahnya
"orang-orang 111iskin" dan di lain pihak
lnekalllya "orang-orang kaya". lni tetjadi
karena prioritas ekonolni bagi segelintir
orang (ebih diutatnakan.Beluln lagi korupsi,
yang Inengakibatkan dana petnbangunan ti­
dak terkontrol membutuhkan penataan yang
sifatnya Jebih polit.is ketilT1bang lTIUatan
ekonotninya sendiri.·

Persoalan bahwa pertulnbuhan
ekonomi hmus lebih dulu diutatnakan
daripada aspek lainnya, terbukti tidak
tnetnecahkan tnasalah. Petnbangunan
ekonOlni tetap dibutuhkan~ nalnun bukan
berarti Inenyisihkan pa11isipasi Inasyarakat
bawah dalam proses pengambilan keputusan
petnerintah.

Oi negara-negara yang kaya dan maju
secara ekonolni, barangkali tidak terlalu
lIlelnpersoalkan kehidupan politik yang de­
tTIokratis. Tapi, bagi negara berkelubang,
yang warganya banyak masuk kategori
Iniskin serta 'korupsi Inerajalela, penataan
politik jelaslah Jebih berrnakna daripada
prolnosi gencar "pembangunan ekonomi".
Karena, hanya dengan pembenahan poUtik,
dalanl arti kesetnpatan yang luas hingga
kepada tnasyarakat bawah untuk berpartisi­
pasi dalain kancah politik, "orang-orang lllis­
kin" dapat Inelnperjuangkan kepentingan­
kepentingannya.

Kebebasan pers adalah juga bagian
dari partisipasi poJitik ini.Dengan pers yang
bebas, luaka kontrol sosial dapat berjalan.
Orang jadi tabu perkeinbangan realitas yang
sebenanlya. Dan lewat kemampuan
epistelTIologinya, tnereka dapat tnelnbuat
gatubaran-galnbaran ideal dalatn Inerancang
langkah yang 111enyangkut kepentingan dan
kelangsungan hidupnya.

Klailn Orde Batu akan kepentingan
dan stabilitas nasional adalah suatu manuver
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politik yang ideologis sifatllya. Ia sering di­
pakai untuk 111elnbersihkan atau lnencuci
setiap kesalahan politik yang dilakukan oleh
arde Baru. I)asar kJail11 idcologis seperti itu
terletak pada sikap elit bahwa tnereka secara
tnoral lebih unggul daripada masyarakat lain.
Mereka tnenganggap dirt tahu akan tujuan
kehidupan Inasyarakat yang sebenaillya dan
seolah melnpunyai pandangan yang benar.
Masyarakat lain dibiarkan dan dianggap
bodoh karena tidak lnclniliki kesadaran yang
benar dan karena itu tidak berhak diajak un...
tuk Inenentukan arah perkelnbangan
IIIasyarakat.

IV. KESIMPlJI..IANDAN SARAN

A. Kesimllulan
OrdeBaru tnelnandang bahwa dengan

stabilitas politik Inaka percepatan pertuln­
buhan ekonolniakan dicapai. Untuk itu,
sctiap aspek kchidupan sosial politik harus
dikendalikan oleh petnerintah. Pelnbatlg­
kangan terhadap kebijakan ini akan
"dihukutn" dengan cara yang represif
Pelnerintah Inenliliki legititnasi untuk
menghukultl atas naIna kepentingan nasional
dan stabilitas nasional. Stabilitas nasional
inilah yang tneT~jadi .prasyarat bagipetn­
bangunan ekonolni. Jadi, orientasi konsepnya
adalah peltulubuhan ekonolni.

Otientasi pertulnbuhan ekonolui itu
tnengakibatkan petnerintah tnelnperlakukan
tnanusia sebagai "hOllio econotnicus",
sebagai Inakhluk sosial yang berdilnensi "alat
prod.uksi" ditnana lnanusia hanya disuruh
tnelulu ketja delni tncningkatnya
pertunlbuhan ekonotni,

Dengan politik pengendalian terhadap
kehidupan politik, Inaka kekuasaan

pettlerintah tnenjadi terialu besar. Dan
kekuasaan besar cenderung untuk korup,
karena tnekanistne kontrol tncnjadi lemah.
Apalagi tindakan pengendalian politik
tcrhadap IIIasyarakat itu diikuti dengan
praktek represi f untuk lI1cnghukuttl mereka
yang berpikir berbeda denganpenguasa.

Akibatnya, kebebasan pers pun dirc-
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duksi dengan praktek pengendalian dan
pClnbungkalnan.Kebebasan berpendapat
yang diaktualisasikan oleh tTI.edia tnassa
lllcnjadi hilang. Praktek pengendalian dan
petnbungkatnan terhadap persini tentu saja
bertentangan dengan njlai-nilai demokratis
dan etis. Ia bukan hanya tnengebiri hak
rakyat atas infonnasi yangjujur dan objektif
atas realitas sosial politik yang terjadi,
naJnun lebih jauh adalah upaya yang
melanggar hak-hak dasar nlanusia:
kebebasan berpendapat.

B. Saran
Apapun alasannya, pembungkatnanpers

dan tindakan pembreidelan harusiah
dihentikan . Selain ia tidak sejalan dengan I

denlokrasi, tindakan ·itu juga merugikan
kepentingan nasiol1al yang lain yaitu upaya
tnencerdaskan kehidupan bangsa demi
peningkatan sutnber daya manusia.

Jika pefS dianggap rnerugikan kcpcn­
tingan tertentu, tnaka tindakan yang diatnbil
haluslah melalui jalur hukuln. Jadi, tidak
bersifat politis dengan begitu saja
tnelnberangus media nlassa yang
bersangkutan.
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